
BUPATl BOYOLALI 

PROVINSl JAWA TENOAH

PERATURAN BUPATl BOYOLALI 

NOMOR ^ TAHUN 2018

TENTANG

URAJAN TUGAS JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAJAN, PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pa sal 3 ayac (2) 

Peraturan Daerah Kabu paten Boyoleli Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 

Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kcpegawaian, 
Pendidikan dan Pclatihan Daerah Kabu paten Boyolali. 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang 

Uraian Tugas J aba tan Peda Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabu paten Boyolali;

1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Dae rah Kabu paten Dalam 

Lingkungan Propin si Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494j;

3- Undang ....
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3. Undang'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemfrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor II4» Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5, Peraturan Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten 

Boyolali Tahun 2016 Nomor 16. Tambahan Lembaran 
Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Pungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PasaJ 1

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimakaud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati
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2. Bupati adaiah Bupati Boyolali.
3. Rerangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5- Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Preside n yang pclaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat.
6. Bad an adalah Bad an Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang 

sclanjutnya disingkat BKP2D adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah Kabu paten Boyolali.

BAB 11
URAIAN TUG AS

Bagian Kesatu
BKP2D

Pasal 2
(1) BKP2D mem puny ai tugas membantu Bupati Bupati dalam 

metaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan 

Daerah.
(2) BKP2D sebagai mana dimaksud pads ayat (1) di pirn pin oleh Kepala 

BKP2D yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
(3) Uraian tugas Kepala BKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, 

adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan 

pernndang'Undangan dan perdmbangan teknis bidang administrasi 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas;

b. menetapkan ....
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c.

d.

c.

f.

b. menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemcrintahan dan 

anggaran di bidang administrasi kepcgawaian, pendidikan dan 

pelatihan sesuai prosed ur dan ketentuan peraiuran perundang- 
undangan berdasarkan rcncana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

d Oku men perencanaan yang sesuai dengan rencana straiegis;

mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang administrasi kepegawaian. pendidikan dan pelatihan 
berdasarkan kewenangan dan mempertlmbangkan sum be r day a 
agar penyelenggaraannya l>eQalan efektif sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang tclah dilentukan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjaian dengan efektif, eHsien, dan tepat sasaran;

menetapkan program perencanaan dan pcngembangan 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

menyiapkan pen eta pan pengangkatan, kenaikan pangkat, 
pemindahan. dan pemberhentian Pegawaj' Aparatur Sipil Negara 
sesuai dengan norma, standar. dan proseduryang ditctapkan dalam 

ketentuan peraiuran perundang-undangan;

menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian daJam 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan/atau 
dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, 
standar. dan prosed ur yang ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

h. menyiapkan penetapan pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara 
sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyiapkan dan melaksanakan penetapan gaji, tunjangan, dan 
kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

j. mengkaji dan mengevaluasi penyediaan data base dan 

penyampaian in forma si kepegawaian;
k. menyiapkan dan melaksanakan administrasi mutasi kepegawaian;

l. menetapkan program pengembangan dan pembinaan disiplin 

pegawai;
m. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian 

daerah:
n. merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan dan 

pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

g

o. menyelenggarakan ....
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o.

P

r.

8.

t,

u.

V-

mcnyelenggarakan administrasi Pegawai Negeri Sipil dan Pcgawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kcrja;

menyampaikan informasi kepegawaian daerah kepada Badan 

Kepegawaian Negara dan instansi lainnya;

mclaksanakan administraai urn urn yang meliputi penyuaunan 
program, ketatalaksanaan* ketatauaahaan, keuangan, 
kepegawaian, rumah tangga, barang, kearsipan, kehumaaan dan 

ke protoko Ian:

mengendalikan dan mengevaluaai pclaksanaan kineija urusan 

pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian, pendidikan 
dan pelatihan sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem 
pengendalian internal yang telah diteiapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;

memberikan saran. pendapai. dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

merumuskan kebijakan di bidang administrasi kepegawaian. 
pendidikan dan pelatihan berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan 

tugas pegawai sesuai keteniuan dan hasilnya sesuai target 
kinerja; dan
melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organ isasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sekrciariat

Paragraf 1 

Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan. keuangan dan 

pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan 

keaekretariatan kepada semua unsur di Ungkungan Dinas.

(2) Sekretariat ....
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(2) S«kretariat sebagatmana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris yang mempunyai tugaa memimpin dan mengoordinaaikan 
pciaksanaan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang 

meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, uruaan tata usaha. 
perlengkapan rumah tangga dan urusan kesekreiariatan kepada semua 

unsur dt lingkungan Dinas.

(3| Uraian tugas Sekretaris scbagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah 

sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bid an g pengelolaan surai-menyurat, 

kerumahtanggaan, hubungan maayarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, adminiatrasi dan pengelolaan 

kepegawaian. dan administrasi keuangan serta perenranaan dan 
pelaporan pada BKP2D sesuai kctentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
becjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada BKP2D sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pernbangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada BKP2D berdasar kewenangan dan 
mempenimbangkan sumber daya agar pciaksanaan tugas betjalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

e. menyclia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar lerwujud tertib 
administrasi dan dapat menunjangan pelaksanaan tugas BKP2D 

secara optimal;

f. menyelia ....
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f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan adminiatraai dan 
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

potensi agar terwujud lertib administrasi kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas BKP2D;

g. mcnyelia penyelcnggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
mdiputi penyiapan bah an rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, veriflkasi, pembukuan, dan pelaporannya scsuai 
prosedur dan ketencuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia penyelcnggaraan pengelolaan administrasi barang 
inven laris pads BKP2D meliputi penyiapan bahan rencana 
kebutuhan barang. perbendaharaan, veriflkasi. pembukuan, dan 
pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undai^gan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;

i- menyelia penyelcnggaraan penyusunan rencana. program, dan 
kegialan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan penetapan 
target kinerja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasar data yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akunlabilitas 

kineija yang baik;

J. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kinerja di 
bidang kcsekretariaian sesuai dengan perencanaan dan indicator 
aistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;
k. memberikan saran. pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;
l. menyusun laporan di bidang kesekretariaian berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugaa;
m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan iain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pa sal 4
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Pasal4

(t) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugaa melaksanakan 
urusan persuratan* urusan tata usaha, kearaipan. uruaan administrasi 
Pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah 

tangga, dan penataan barang milik negara.

(2| Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh KepaJa Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan 
tata usaha, kearsipan. urusan administrasi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga. dan penataan barang 

milik negara.

(3) Uraian tugas Kepaia Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 

menyurai, kerumahtanj^aan, hubungan ma^'arakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, administrasi, 
dan pengelolaan kepegawaian pada BKP2D sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

ke rumah tan ggaan, hubun^n masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada BKP2D sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rcncana pembangunan daerah dan 
data perencanaan yang dapat dipertanggungawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat. kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan. l>arang inventaris, 
kelembagaan. administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada BKP2D 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 

pelaksanaan tugas l)erjaJan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kerumahtanggaan dan 

menunjang pelaksanaan tugas BKP2D secara optimal;

g. menyelia ....
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J*

g. menyelia petaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 

masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud (erdb administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan scrta tenvujud 

keterbukaan in forma si publik;

h. menyelia peleksanaan administrasi dan pengelolaan kearaipan seauai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud 

lertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanaan tugas 

BKP2D secara optimal;
i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 

aesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang'undan^n agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kineija 

pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
bngkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar tenvujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan mgas:

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud 

pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 

pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan pengendallan dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pcrcncanaan dan 
indicator sistem pengendalian internal yang telah ditelapkan dalam 

ran^a perbaikan kineija;
m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;
n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

data dan analisa sebagai informaBi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;
o. membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Fa sal 5 ....

r
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Pasal 5

(1) Subbagian Perencanaan< Keueuigan, dan Pelaporan mem puny ai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyuaunan program dan 
anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
verifikasi, pembukuan» dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (U dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, 
Keuangan. dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin 
pelakaanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 

anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi. 
verifikasi, pembukuan. dan pelaporan.

(3) Uralan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 

aebagaimana dimaksud pads ay at (2), adalah scbagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rcncana, 
program, dan kegiaian serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 

pada BKP2D scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelakaanaan tugas dapat bcrjalan seauai 

dengan sasaran dan tujuan yang relah ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana. 

program, dan kegiaian serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 

pada BKP2D sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana stralegis;

c. menyelia pelakaanaan penyusunan rencana. program, dan kegiatan 
serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada BKP2D berdasar 
kewcnangan dan mempenimbangkan sumber daya agar pelakaanaan 

tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendisiribusikan tugas, memberikan petunjuk dan araban kepada 
bawahan seauai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 

beijaian dengan efekiif, efiaien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di Ungkup 

tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

dokumen perencanaan meliputi Rencana Stralegis, Indikator Kinerja 
Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Rencana Kegiatan 

dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,dan Dokumen 

Perencanaan lainnya seauai Ungkup tugasnya;

g. menyiapkan
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g. menyiapkan bahan dan p«laksanaan pengoordinaatan penyuaunan 

bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah» bahan 
Laporan Keterangan Penanggungjawaban Bupati, f^poran Kineija 

Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai Ungkup tugasnya;

h. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan edministrasi 
keuangan dan akuntansi;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelakaanaan anggaran 

belanja langsung di lingkup tugasnya;
j. menyiapkan. mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran 

belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 

pembukuan. verifikasi. rckapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 

belanja langsung dan tidak langsung;
l. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

m. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan 

indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija;
o. membenkan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;
p. menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informaai dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
kctentuan peracuran perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketcmuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi,

Bagian Kctiga

Tugas dan Fungsi Bidang Penaiaan dan Pengembangan Karier

Paragraf 1

Bidang Penataan dan Pengembangan Karier

Pa sal 6 ....
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a.

b.

Pasal 6

{1| Bidang Penataan dan Pengembangan Karier mempunyal tugas 
melaksanakan penyiapan bah an perencanaan informasi dan kebutuhas 

pegawai, pengembangan dan kepangkatan pegawai scrta promosi dan 

pemberhentian pegawai,
(2) Bidang Penataan dan Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud pada 

ay at (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Karier 

yang mem puny ai tugas memimpin dan mengoordinasikan penyiapan 

bahan perencanaan informasi dan kebutuhan pegawai, pengembangan 
dan kepangkatan pegawai serta promosi dan pemberhentian pegawai.

{3) Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Karier 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

menyusun kebijakan teknia di bidang penataan dan pengembangan 
karier sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan ceknis agar pelaksanaan tugas dapal berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
menyusun perencanaan di bidang penataan dan pengembangan karier 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipenanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis:

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penataan dan 
pengembangan karier berdaaar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhaail optimal;

mendistribusikan tugas, meraberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;
melaksanakan kebijakan teknis informasi kepegawaian, pengadaan 
pegawai, pengembangan karier dan kepangkatan, mutasi,
pemberhentian dan pensiun;
melaksanakan dan men gan all sis pengolahan data informasi 
kepegawaian, pengadaan pegawai, pengembangan karier dan 

kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun;
melaksanakan admin istrasi informasi kepegawaian. pengadaan 
pegawai, pengembangan karier dan kepangkatan, mutasi,
pemberhentian dan pensiun,
memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi informasi kepegawaian. 
pengadaan pegawai. pengembangan karier dan kepangkatan, mutasi, 
pemberhentian dan pensiun;

C-

d.

e.

f.

g-

h.

i. melaksanakan ....
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i. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kineija di 
bidang penataan dan pengembangan kaher sesuai dangan 
perenCanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka peri>aikan kineija;

j. meroberikan saran, pen da pat. dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugaanya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

k. menyusun laporan di bidang penataan dan pengembangan karier
berdasarkan data dan analisa sebagai tnfomiasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Subbidang Informasi dan Pengadaan

Pasal 7

(1| Subbidang Informasi dan Pengadaan meinpunyai tugas pengelolaan 
database dan teknologi informasi kepegawaian, pengumpulan dan 
analisa kebutuhan pegawai, penyusunan formasi dan pengadaan 

pegawai.
(2) Subbidang Informasi dan Pengadaan sebagaimana dimaksud pade ayat 

(1) dipimpin oleh Kepala Subbidang Informasi dan Pengadaan yang 
mempunyai tugas mcmimpin dan mengoordinasikan perencanaan 

kegiatan, melaksanakan, memblmbing, membagi tugas, memeriksa, 
mengevaluasi dan membuat laporan teniang pengelolaan data base dan 
teknologi informasi kepegawaian. pengumpulan dan analisa kebutuhan 
pegawai, penyusunan formasi dan pengadaan pegawai.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Informasi dan Pengadaan sebagaimana 

dimaksud padaayat (2| adalah sebagai berikut:
menyusun bahan kebijakan teknis di bidang informasi dan 
pengadaan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

a.

b. menvuBun ....
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b. men>usun bah an perencanaan di bidang informasi dan pengadaan 

pegawai sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelak&anaan tugas di bidang informasi dan pengadaan 
pegawai berdasar keuenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasi) optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efcktif, efisien. dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bah an penyusunan formasi pegawai;

f. menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan pegawai;

g. menyiapkan dan melaksanakan penerimaan pegawai Aparatur Sipil 
Negara;

h. memfasiiitasi sebagian proses pengadaan pegawai Badan Lay a nan 
Umum Daerah;

i. memfasiiitasi proses penerimaan calon praja di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri;

j. melaksanakan administrasi dan pembinaan pegawai tidak tetap 

atau tenaga honorer;
k. menyiapkan dan memproses pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil 

menjadi Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan pengambUan 

sumpai/janji Pegawai Negeri Sipil;

l. menyiapkan bahan kebijakan dan pedoman pengelolaan data 

kepegawaian;

m. memutakhtrkan data kepegawaian;

n. me la van i permohonan data kepegawaian;

o. menyajikan informasi data kepegawaian secara manual maupun 

elektronik;

p. merancang dan mengembangkan si stem informasi man^emen 

kepegawaian;
q. melaksanakan penyiapan, pengelolaan, dan pemeliharaan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian;

r. mengaplikasikan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

s. mengumpulkan. mengolah dan menyajikan data pegawai untuk 
penyusunan Daftar Urut Kepangkaian, nominalifdan profil pegawai;

t. melaksanakan pengembangan Local Area Netu^ork;

u. menyusun ....
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V.

w.

u. menyu sun Peta J aba tan;
merumuskan e-government di bidang kepegawaian;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
informasi dan pengadaan pegawai aesuai dengan perencanaan dan 
indicator siatem p«ngendalian internal yang telah ditetapkan daiam 

rangka perbaikan kineija;

X. member!kan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
aesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

y. menyu sun laporan di bidang informasi dan pengadaan pegawai 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
2. membina, mengawasi, dan raenilai kineija bawahan sesuai 

ketemuan peraturan perundang-undangan a^r pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan ha si) ny a sesuai target kineija; dan

aa. melaksanakan tugas kedmasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daiam 

rangka mendukung kineija organisasi

Paragraf 3

Subbidang Pengembangan Karier dan Kepangkatan

Pasal S

(1) Subbidang Pengembangan Karier dan Kepangkatan mempunyai tugas 
merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluaai 
program di bidang pengembangan Karier dan kepan^caian Pegawai 
Aparatur Sipil Negara.

(2) Subbidang Pengembangan Karier dan Kepangkatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan 
Karier dan Kepangkatan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan kegiatan, melaksanakan, membimbing, membagi 
tugas, memeriksa, mengevaluasi dan membuat laporan di bidang 
pengembangan Karier dan kepangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pengembangan Karier dan Kepangkatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a, menyu sun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan karier 
dan kepangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan leknis agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan;

b. menyuBun ....
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b. menyusun bahan perencanaan di bidang karier dan kepangkatan 

Pegawai Aparaeur SiptI Negara sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan pe run dang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang aesuai dengan rencana 

strategist
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kanr dan kepangkatan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas betjalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, membenkan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mem proses permohonan penggunaan gelar kependidikan dan/atau 
sebutan profesi;

f. melaksanakan verifikasi perhitungan angka kredit jabatan 
fungsional;

g. menyiapkan bah an pertimbangan kenaikan/penurunan pangkat 
Pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara;

h. menyiapkan dan mem proses kenaikan/penurunan pangkat;
i. menyiapkan dan melaksanakan kenaikan pangkat anumerta;
j. memfasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat 

penyesuaian ijazah;
k. menyiapkan, membuat dan mendistribusikan Surat Keputusan 

kenaikan/penurunan pangkat kepada yang berhak;
l. memfasilitasi uji kesehatan bagi Caion Pegawai Negeri Sipil yang 

akan diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mampu 

melaksanakan tugas kedinasan;
m. merencanakan dan menyelenggarakan program kegiatan penilaian 

kompeiensi dan potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 

pen gem ban gan perubahan perilaku berbasis kompctensi;
n. pengelolaan haail penilaian. dan penyusunan laporan kegiatan 

penilaian kompetcnsi:
o. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, dan pendistribusian 

ten tang surat/usu) kenaikan pangkat. peninjauan masa kerja;
p. memfasilitasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan 

magang keija dan pertukaran keija dengan pegawai swasta:
q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang karier dan kepangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 
dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang 

telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

r. memberikan ....
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r. memberikan saran. pendapai» dan pertimbangan kep^ada ataaan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pcngambilan 

kebijakan;

8. menyusun laporan di biclang karier dan kepangkatan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara berdasarkan data dan analisa sebagai 
mformasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas;

t. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan cugas pegawai 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya 

sesuai target kineija; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibehkan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinetja organisasi.

Paragra 4

Subbidang Promosi dan Pemberhentian

PasaJ 9

(1( Subbidang Promosi dan Pemberhentian mempunyai tugas 

merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi 
program di bidang promosi dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil 
Negara.

(2) Subbidang Promosi dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ay at (1| dipimpin oleh Kepala Subbidang Promosi dan Pemberhentian 

yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan, 
merencanakan kegiatan, melaksanakan. membimbing» membagi tugas. 
memeriksa, mengevaluasi dan membuat laporan tentang program di 
bidang promosi dan pemberhentian.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Promosi dan Pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang promosi dan 

pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang tclah ditetapkan;

b. menyusun ....
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c.

d.

e.

b. menyusun bah an perencanaan di bidang promost dan pemberhentian 

Pegawai Aparatur Sipit Negara sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdaaarkan rencana pembangunan 

daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang promosi dan pemberhentian 

Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasar kewenangan dan 

mem pert imbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, mcmberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. eftsien, dan tepat sasaran;

menyiapkan. mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan 

pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan penataan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural maupun fungsional 
sesuai dengan kompetensinya;

menyiapkan dan melaksanakan pelantikan. pengambilan sumpah 

dan serah tcrima jabatan;

menyiapkan dan mcmproses pemindahan dan penempatan Pegawai 
Negeri Sipil an tar Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten 

Boyolali;

mem proses permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil an tar 

kabupaten maupun antar provinsi;

memproses permohonan bebas tugas atau masa persiapan penaiun; 

menyiapkan bahan usulan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil 
Negara karena batas usia pensiun;

menyiapkan. memproses pengangkatan dan pemberhentian jabatan 

fungsional;

menyiapkan bahan pertimbangan Rapat Tim F^nilai Kinerja Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; 
m. menyiapkan dan memfasilitasi Pelaksanaan Selekai terbuka jabatan 

Pegawai Negeri Sipil;

memproses pemberhentian sebelum batas usia pensiun;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang promoat dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara 

sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 

internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

f.

g

h.

1.

J-

k.

1.

n.

o.

p. memberikan
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P.

q.

r.

memberikflji saran. pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

menyusun laporan di bidang promosi dan pemberhentian Pegawai 
A pa ratur Sipil Negara berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban peiaksanaan tugas;

membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan da lam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Bidang Pern binaan dan Kesejahteraan

Paragraf 1
Bidang Pernbinaan dan Kesejahteraan

Pasal 10
(U Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan perencanaan di bidang pembinaan, kineija dan 
kesejahteraan Pegawai A pa ratur Sipil Negara.

(2) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan 
yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
penyiapan bahan perencanaan di bidang pembinaan, kineija dan 
kesejahteraan Pegaw'ai Aparatur Sipil Negara.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut;

menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan, kineija dan 
kesejahteraan P^egawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun perencanaan di bidang pembinaan, kinerja dan 
kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan dacrah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggwngjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

a.

b.

c. mengoordinasikan ....
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p. memberikan aaran, pendapat, dan pertimbangan kepada ataaan 

aeauai bid an g tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

q. inenyusun laporan di bidang promosi dan pemberhentian Pegawai 
Aparatur Sipil Negara berdasarkan data dan analisa sebagai 
infonnasi dan pertanggungjawaban peiakaanaan tugas;

r. mem bin a, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentaan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
seauai ketentuan dan hasilnya scsuai target kineija; dan

a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
ran^ca mendukung kinerja organssasi.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Paragraf 1
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan 

Pasal 10
(1) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan 

pen via pan bahan perencanaan di bidang pembinaan, kinerja dan 
kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan sebagaimana dimakaud pads 
ay at (1| dipimpin oleh Kepala Bidang f^mbinaan dan Kesejahteraan 
yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinaaikan pelaksanaan 
penyiapan bahan perencanaan di bidang pembinaan. kinerja dan 

kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(3) Uraxan tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan 

sebagaimana dimaksud pada ay at (2). a dal ah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan. kineija dan 

kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun perencanaan di bidang pembinaan, kineija dan 

kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumcn perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinaaikan ....

Paragral 2

Subbidang Pembinaan dan Disiplin

Pasal 11
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c.

d.

e.

f.

g

h.

j.

J*

k.

I

mengoordmasikan pelaksanaan tugas <ti bidang pern binaan, kirterja 
dan kesejahteraan Pegawai Aparaiur Sipit Negara berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas berjalan dan bcrhasil optimaJ;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan Cugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tcpat sasaran;

mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan disiplin Pegawai 
Aparatur SipU Negara;

mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan dan konseling 
permasalahan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

merumuskan hah an pertimbangan dan penetapan penjatuhan 
hukuman disipLin Pegawai Aparatur Sipil Negara;

menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah 
kepegawaian yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan 

kepegaw'aian;

merumuskan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Idneija di 
bidang pembinaan, kinetja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara sesuai dengan perencanaan dan indikator aistem 
pengendalian intemaJ yang tel ah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

memberikan saran, pendapau dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

menyusun laporan di bidang pembinaan, kinerja dan kesejahteraan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan pe run dang* undangan daiam 
rangka mendukung kinerja organiaasi.

Paragraf2

Subbidang Pembinaan dan Disiplin

Pasal 11 ....
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Pasal 11

(1| Subbidang Pern binaan dan Diaiplin mempunyai tugas merencanakan, 
menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program di 
bidang pemblnaan dan diaiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Subbidang Pern binaan dan Diaiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dipimpin olch Kepala Subbidang Pcmbtnaan dan Diaiplin yang 
mempunyai tugas me mi m pin dan mengoordinasikan perencanaan 
kegiatan, melaksanakan, membimbing, membagi tugas. memcriksa, 
mengevaluasi dan membuat laporan ten tang program di bidang 
pembinaan dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pembinaan dan Disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ay at (2} adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan clan disiplin 

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaian dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pembinaan dan disiplin 
Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipcrtanggung}awabkan agar tersusun dokumen perencanaan yar^ 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan disiplin 
Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan cfektif, efisien, dan tcpai sasaran;

c- mengumpulkan dan mengolah data presensi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara;

f, menyiapkan dan melaksanakan pembinaan disiplin;

g. menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan konseling permasalahan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara:

h. menyiapkan dan memproses penyelesaian kasus kepegawaian;

i, menyiapkan dan mem proses administrasi permohonan izm 

perccraian, keterangan pcrceraian, izin mempunyai isteri lebih dari 

satu, izin menjadi anggota partai polidk. dan rekomendasi menjadi 
Kepala Desa;

j. menyiapkan
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j. menyiapkan dan melakaanakan pern binaan mentai/psikologi;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pembinaan dan distpUn Prgawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian intemaJ 

yang telah ditetapkan dalam rangka pcrbaikan kinerja;

l. mcmberikan saran. pendapai, dan pertimbangan kepada alasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

m. mcnyusun laporan di bidang pembinaan dan disiplin Pegawai 
Aparatur Sipil Negara berdasarkan data dan analisa sebagai 
tnrormasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3 

Subbidang Kinerja

Pasal 12

(1) Subbidang Kineija mempunyai tugas merencanakan. 
menyelenggarakan, mengembangkan dan mcngevaluasi di bidang 
kinetja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Subbidang Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Subbidang Kinerja yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan perencanaan kegiatan, melaksanakan. membimbing, 
membagi tugas, memeriksa. mcngevaluasi dan membuat laporan di 
bidang kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. men>,u8un bahan kebijakan teknis di bidang kineija Pegawai 
Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
bexjaian sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyuBun ....
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fa. menyuaun bahan perencanaan di bidang kinetja Pegawai Aparatur 

Sipil Negara sesuai prosedu r dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan bcrdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mcnyelia pelaksanaan tugas di bidang kineija Pegawai Aparatur 

Sipil Negara berdasar kewenangan dan mempcrtimbangkan sumber 

day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, mcmberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat aasaran;

e. melakaanakan asislensi dan mengadministrasikan Laporan Hasil 
Kekayaan Penyelenggara Negara;

f.

g

melakaanakan sosialisasi dan rekapitulasi Laporan Pajak-pajak 

Pribadi Pegawrai Negeri Sipil;

mcnghimpun dan mengelola ketentuan peraturan perundang- 

undangan di bidang kepegawaian;

h. menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan hukum kepegawaian;

i. menyiapkan dan memberikan pelayanan konsultasi ketentuan 

peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;

j. merumuskan pembuatan rancangan produk hukum daerah di 
bidang kepegawaian sebagai tin dak lanjui ketentuan peraturan 

perundang-u ndangan;

k. melaksanakan verifikasi dan validasi Penilaian kinerja Pegawai 
Aparatur Sipil Negara;

l. melaksanakan pern binaan dan pengembangan profesi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara;

m. melaksanakan perlindungan hukum dan advokast Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;

n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

o. memberikan saran, pendapat, dan penimbangsn kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

p. menyusun ....
/
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p. menyusun )aporan di bid an g kineija Pegawai Aparatur Sipil Negara 

berdasarkan data dan analiaa sebagai informaai dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan (ugas;

q. membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan seauai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

r. meiaksanakan tugas kedinasan lain yang dibehkan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 4

Subbidang Kesejahteraan

Pasal 13

(!) Subbidang Kesejahteraan mempunyai tugas merencanakan, 
menyelen^arakan, mengembangkan dan mengevaluasi di bidang 

kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Subbidang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Subbidang Kesejahteraan yang mempunyai tugas 
memimpin dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan, pelaksanaan, 
pembimbingan, pembagian tugas, pemenksaan, pengevaiuasian dan 
pembuatan laporan di bidang kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

betjalan sesuai dengan sasaran don tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang kesejahteraan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara berdasar kewenangan dan 
mempertirnbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan
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d. mendidtribuBikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eflaien, dan tepat aasaran;

e. menyiapkan materi da lam rangka upaya peningkatan kesejahteraan 
Pegawai Aparatur Sipi) Negara:

f. menyiapkan dan mengelola administrasi kcpegawaian dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipi) Negara, 
meliputi cuti. pemberian penghargaan, pemberian tanda 
kehormatan dan tanda jasa. permohonan Kartu Pegawai Elektronik, 
Kartu Istri/Suami, Kartu Asuransi. pemberian bantuan pengobatan. 
pengajuan Bad an Pertimbangan Tabungan Perumahan, klaim 
a 8U ran si, tunjangan keluarga, Kenaikan Gaji Berkala, im passing 
gaji, dan Peninjauan Masa Keija;

g. menyelenggarakan pembekalan bagi Pegawai Aparatur Sipi I Negara 
yang memasuki puma tugas;

h. menyiapkan dan mem proses usulan pemberian tanda penghargaan 
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;

i. memfaailitasi tata kelola administrasi klaim Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

j. menyiapkan dan mengelola administrasi kepegaw'aian dalam rangka 

meningkatkan perlindungan pegawai meliputi kartu asuransi, 
fasilitasi pemberian bantuan pengobatan .dan klaim asuranai;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kinerja di 
bidang kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 
perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

l. memberikan saran, pend a pat, dan pertimbangan kepada atasan 
aesuai bidang lugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

m. menyusun laporan <li bidang kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n.

o,

membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya aesuai target kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
aesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisaai.

Bagian ....

a



-26-

Bagian Kelima

Tugas dan Pimgai Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf )

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

PasaJ 14

(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan 
pcnyiapan bahan perencanaan di bidang Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan di bidang 
pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(3| Uraian tugas Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2], adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas da pat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang teiah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pendidikan dan pelatihan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pern bangu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggun^awabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan 
pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasar kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhesil optimal;

d. mendistribUsSikan tugas. membenkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prosedur agar 
kegiatan beijalan Ian car sesuai target dan waktu yang teiah 
ditetapkan;

f. menyiapkan ....
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f. xnenyiapkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang* 
undangan yang berlaku agar tersuaun skala prioritas 
pengembangan kompetenBi Aparatar Sipil Negara seb^ai penunjang 
tugas pokok dan fungsi;

g. mengoordinaaikan pengiriman calon pescrta pendidikan dan 
pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai peraturan 
perundang-undangan untuk memaatikan penyelenggaraan telah 
seauai prosedur dan ilmu yang diperoleh para alumni pendidikan 
dan pelatihan celah diterapkan untuk menunjang dan 
memperlancar tugaa pokok dan fungsi.

h. mengevaluaai penyelenggaraan dan alumni pendidikan dan 
pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 

internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinetja;

j. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnva sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

k.

I.

m.

menyusun laporan di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan mcnilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegaw'ai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja oi^nisasi.

ParagraT 2

Subbidang Analisa Kebutuhan dan Supervisi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

(1) Subbidang Analisa Kebutuhan dan Supervisi Pendidikan dan Pelatihan 
mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengcmbangkan 
dan roengevaluasi program di bidang analisa kebutuhan dan supervisi 
pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Subbidang ....
/
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(2) Subbidang Analisa Kebutuhan dan Supervisi Pendidikan dan Peladhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oieh Kcpa)e Subbidang 
Anatlisa Kebutuhan dan S upend si Pendidikan dan Peladhan yang 

mempunyai tugas memimpin pelakaanaan penyiapan bahan 
perencanaan. pcrumusan kebijakan teknia, dan koordinasi di bidang 
analiaa kebutuhan dan supervisi pendidikan dan pelatihan Pcgawai 
Aparatur Sipii Negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan dan Supervisi 
Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2|f adalah 
sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang analisa kebutuhan dan 
supervisi pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipit Negara 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelakaanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang analisa kebutuhan dan 
supervisi pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipii Negara 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipenanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategia;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang analisa kebutuhan dan 
supervisi pendidikan dan pelatihan Pegsw'ai Aparatur Sipii Negara 
berdasar kewenangan dan mem petti mbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepai sasaran;

e. melayani dan memproses permohonan izin belajar Pegawai Aparatur 
Sipii Negara;

f. menyiapkan analisa dan fasilitasi tugas belajar Pegawai Aparatur 
Sipii Negara;

g. menyusun Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
h- menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan materi 

kurikulum pendidikan dnr\ pelatihan penjenjangan, pendidikan dan 
pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungaional;

j. menyusun analisa kebutuhan Widyaiswara, Instruktur dan 
infraatruktur pendidikan dan pelatihan penjenjangan, pendidikan 

dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional;
j. mclaksannkan monitoring dan evaluaai penyelenggaraan dan 

pengiriman diklat penjenjangan, teknis dan fungaional serta alumni 
pendidikan dan pelatihan;

k. menyiapkan
/
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k. menyiapkan data nominarif Pegauai Aparatur Sipil Negara yang 
mcDienuhi syarat mengikuti Selekei Peserta Pendidikan dan 
Pelatihan Instansi;

l. melakaanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang analisa kebutuhan dan supervisi pendidikan dan pelatihan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

m. membenkan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

seauai bidang tugaanya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

n. menyusun laporan di bidang analisa kebutuhan dan supervisi 
pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

Pasal 16

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan mempunyai tugas 

melaksanakan merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan 

dan mengevaluasi program di bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Penjenjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan sebagaimana 

dimaksud pada ay at {!) dipimpin oleh Kepeila Subbidang Pendidikan 

dan Pelatihan Penjenjangan yang mempunyai tugas mem im pin 

pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi sena pelaksanaan di bidang 

pendidikan dan pelatihan penjenjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(3) Uraian tugas KepaJa Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menvusun
/
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e.

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan 

pelatihan penjenjangan Pegawai A pa rat ur Sipil Negara seauai 

ketentuan peraturan perundang*undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelakaanaan tugas da pat beijalan sesiiai dengan 

saaaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pendidikan dan pelatihan 

penjenjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara aeauai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdaaarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang da pat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana stracegis,

c. menyelia pelakaanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan 

penjenjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasar kewenangan 

dan mempertimbangkan sumber daya agar pelakaanaan tugaa 

beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugesnya agar pelakaanaan tugas 

beijalan dengan efekiif. efisien, dan tepat sasaran;

melaksanakan orientasi tugaa dan merencanakan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan pendidikan dan 

pelatihan Prajabatan bekerja sama dengan lembaga penyelenggara 

pendidikan dan pelatihan:

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan 

pendidikan dan pelatihan Penjenjangan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara;

merencanakan dan mengirimkan Calon Pegawai Negeri Sipil 
dalam pendidikan dan pelatihan Prajabatan;

h. merencanakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan 
Penjenjangan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

i. memfasiliiasi peserta pendidikan dan pelatihan Penjenjangan yang 

melaksanakan praktek kerja lapangan di lingkungan Pemerintah 
Kabu paten Boyolali;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kinerja di 
bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

k. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
keb^akan;

f.

g

1. menyusun
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l. menyusun laporan di bidang pendidikan dan pelatihan 

penjenjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan data 

dan analisa sebagai in forma si dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugaa;

m. mcmbina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan 

tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnva sesuai target 
kinerja; dan

n< melaksanakan tugas kedinasan lain yang cliberikan oleh pitnpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraj* 4
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Pasai 17
(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional mempunyai 

tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan 

mengevaluasi program di bidang pendidikan dan pelatihan teknis 

fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2| Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dipimpin oleh Kepala 

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional yang 

mempunyai tugas mcmimpin pelaksanaan penyiapan bahan 
pcrencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
koordinasi serta pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan 

teknis fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(31 Uraian tugas Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2|. adalah sebagai 
berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan 

pelatihan teknis fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pendidikan dan pelatihan 
teknis fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana stratrgis;

c. menyelia ....
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c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan
teknia fungaiona! Pegawai Aparatur Si pi) Negara berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar
pelakaanaan tugaa berjaian dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawohan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan oricntasi tugas dan merencanakan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan teknik fungaional bekeija sama dengan 
lembaga penyelen®ara pendidikan dan pelatihan;

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Teknik Fungaional 
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

g. merencanakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan 
Teknis dan pendidikan dan pelatihan Fungaional bagi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara;

h. memfasilitasi peserta pendidikan dan pelatihan Teknis Fungaional 
yang melaksanakan praktek kerja lapangan di lingkungan 
Pemeriniah Kabu paten Boyolali;

i. menyelenggarakan dan/atau mengirimkan peserta bintek, 
Workshop, Rapat koordinasi, Rapat teknis, Sosialisasi dan yang 
sejenisnya;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Pegawai 
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan perencanaan dan indikator 
si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

k. membertkan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

I

m,

n.

menyusun laporan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis 
fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan data dan 
analisa sebagai in forma si dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

sesuaimembinn, mengawasi, dan menilai kinetj^ bawahan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

BAB in ....

i
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PeraTuran Bupati Boyolali 
Nomor 77 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pciatihan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 77} dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Behta Daerah Kabupaten Boyolali.

Dlundangkan di Boyolali 
pada tanggal 1 2018

P). SEKRBTARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI 

Aaisten Admlnistrasi Umum,

ANTO

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal iL

BUPATI BOYOLALI J

ENO SAMODRO

0aa'.-.-> 'fiJkc.rr, 
So;**.-.

—♦-

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR Sri 
Salinan aesuai dengan aslinya

KEPALA BACIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

INlNGSiHAGNES SRi
iVmbina 

NIP. 19671102 199403 2 009
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